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PENUTUP

Kesimpulan

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan di PT Galang Press
Yogyakarta dan BPJS Ketenagakerjaan Yogyakarta, maka dapat diperoleh

kesimpulan sebagai berikut:

. Pelaksanaan Program Jaminan Ketenagakerjaan yang diselenggarakan
BPJS Ketenagakerjaan bagi pekerja PT Galang Press Yogyakarta telah
menjalankan kewajiban untuk mendaftarkan pekerjanya ke dalam BPJS
Ketenagakerjaan. Namun, dalam pelaksanaannya Perusahaan belum
sepenuhnya mendaftarkan pekerjanya kedalam program jaminan sosial
yang diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan sesuai dengan ketentuan
Pasal 5 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan
Peyelenggara Jaminan Sosial yaitu pemberi kerja secara bertahap wajib
mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada BPJS sesuai
dengan program jaminan sosial yang diikuti. PT Galang Press Yogyakarta
baru melaksanakan 2 (dua) program dari 4 (empat) program wajib yang
diselenggarakan oleh BPJS Ketenagakerjaan. 2 (dua) program yang baru
dilaksanakan adalah program jaminan kecelakaan kerja dan jaminan
kematian sedangkan jaminan hari tua dan jaminan pensiun PT Galang
Press Yogyakarta belum mendaftarkan kembali pekerjanya. Pekerja dan

Perusahaan Galang Press Yogyakarta masih belum memahami manfaat
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jangka panjang yang diperoleh dari jaminan hari tua dan jaminan pensiun.
Padahal kedua program jaminan tersebut merupakan program jaminan

yang juga wajib diikuti oleh setiap perusahaan sebagai pemberi kerja.

Faktor-faktor yang menjadi kendala pelaksanaan Jaminan Ketenagakerjaan
yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan bagi Pekerja di PT Galang
Press Yogyakarta yaitu pertama, pandangan pekerja dan Perusahaan
Galang Press Yogyakarta masih belum memahami manfaat dari jaminan
hari tua serta jaminan pensiun. Adapula pemahaman bahwa jaminan hari
tua dengan jaminan pensiun merupakan program jaminan yang serupa.
Kedua, faktor yang menjadi kendala pelaksanaan jaminan pensiun yang
diselenggarakan BPJS ketenagakerjaan bagi pekerja PT Galang Press
Yogyakarta mengenai iuran jaminan pensiun yang wajib dibayarkan setiap
bulan sebesar 3% dari upah per bulan dirasa masih memberatkan
perusahaan karena iuran sebesar 3% sebagaimana dimaksud wajib
ditanggung bersama oleh Pemberi Kerja selain penyelenggara negara dan
Peserta dengan ketentuan 2% dari upah ditanggung oleh Pemberi Kerja
selain penyelenggara negara dan 1% dari upah ditanggung oleh pekerja
Sesuai dengan Pasal 1 Lembaran Peraturan Pemerintahan Republik
Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Pogram
Jaminan Pensiun  yaitu Jaminan Sosial ini  bertujuan untuk
mempertahankan derajat kehidupan yang layak bagi peserta dan/ atau ahli
warisnya dengan memberikan penghasilan setelah peserta memasuki usia

pensiun, mengalami cacat total tetap, atau meninggal dunia. Upaya inilah
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dirasa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan program jaminan

pensiun.

Saran

Sesuai dengan kesimpulan di atas maka diharapkan pemerintah
melalui BPJS Ketenagakerjaan dapat lebih memaksimalkan monitoring
dan evaluasi terhadap pelaksanaan program jaminan ketenagakerjaan
secara menyeluruh, sehingga tujuan dibentuknya BPJS Ketenagakerjaan
sesuai dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang
Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yaitu mewujudkan terselenggaranya
pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar hidup yang layak bagi

setiap peserta dan atau anggota keluarganya dapat terwujud.

Adapula berdasarkan data dan analisis penelitian diatas, maka
saran-saran ini dapat diharapkan dapat berguna bagi perusahaan, antara
lain:

1. Setiap Perusahaan khususnya, Perusahaan Galang Press Yogyakarta
seharusnya mengikutsertakan pekerjanya atau mendaftarkan kembali
kedalam  program  jaminan yang diselenggarakan = BPJS
Ketenagakerjaan khususnya program Jaminan Pensiun yang sesuai
dengan Undang-Undang yang berlaku.

2. Harus ada sosialisasi yang jelas tentang keberadaan BPJS
Ketenagakerjaan mengenai program jaminan yang ditawarkan baik

kepada pengusaha maupun pekerja. Terutama sosialisasi setiap
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program jaminan mengenai manfaat setiap program jaminan pensiun
harus dijelaskan lebih detail agar masyarakat atau pekerja lebih sadar
akan besarnya memperoleh manfaat yang akan didapatkan ketika
mendaftarkan diri ke dalam BPJS Ketenagakerjaan.

Birokrasi BPJS Ketenagakerjaan seharusnya mempermudah pengusaha
bukan mempersulit. Birokrasi seharusnya mulai diperbaiki, misalnya
pada saat pendaftaran atau saat memberikan pemahaman tentang
program yang diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan sehingga
pengusaha maupun pekerja tidak mengalami kesulitan pada saat
pendaftaran atau pun memahami lebih jauh mengenai program yang

diselenggarakan BPJS Ketenagakerjaan.
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